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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengertian parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa 

parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk 

beberapa saat ditempat yang sudah disediakan1. Parkir adalah keadaan tidak 

bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh 

pengemudinya. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang 

awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir 

disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang 

berekendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat.2 

Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat 

parkir di luar badan jalan dan pelayaan memarkirkan kendaraan untuk di 

tempatkan diarea parkir, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor.3 

 

 

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.12 
2 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, 2015, Manajemen Parkir Di Perkotaan, Jakarta. hal.9 
3Paralegal, "Pengotian Jasa Parkir", https://paralegal.id/pengertian/jasa-   

parkir/#:~:text=Jasa%20Parkir%20adalah%20jasa%20penyediaan.penyediaan%20tempat

%20penitipa n%20Kendaraan%20Bermotor, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024 pkl 

19:40. 
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 Pada kondisi tertentu kemudian akan terjadi pertambahan 

permintaan yang apabila tidak diikuti dengan penambahan ruang parkir 

dapat menimbulkan masalah. Hal ini harus diatasi dengan menerapkan 

konsep manajemen parkir secara lebih baik. Pada kenyataannya masalah 

parkir kini telah tumbuh menjadi isu yang serius, yang terjadi karena 

dorongan urbanisasi, pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan dan tekanan 

dari pabrikasi produsen kendaraan bermotor. Kondisi parkir diperparah 

dengan masalah parkir ilegal yang masih banyak muncul dibanyak tempat. 

Kebijakan manajemen parkir harus berperan kuat dalam menyusun strategi 

untuk memperbaiki mobilitas perkotaan di Indonesia. 

Pada era globalisasi yang semakin pesat, perkembangan industri jasa 

parkir di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini 

disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin 

meningkat setiap tahunnya. Dengan semakin padatnya aktivitas di 

perkotaan, kebutuhan akan tempat parkir yang aman dan nyaman menjadi 

hal yang sangat penting bagi para pemilik kendaraan. Namun, sayangnya 

masih banyak terjadi kasus-kasus penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang 

tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan jasa parkir. 

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan Perjanjian baku adalah 

perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh 

pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang 

untuk merundingkan atau meminta perubahan. Walaupun pasal 1 angka 10 
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menekankan pada prosedur 

pembuatan klausula baku didalam suatu perjanjian, akan tetapi tidak dapat 

dihindari bahwa prosedur pembuata klausula baku tersebut ikut 

mempengaruhi isi perjanjian. Isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara 

sepihak oleh pelaku usaha dan konsumen hanya ditetapkan pada dua pilihan 

yaitu it take or leave (menyetujui atau menolak) perjanjian yang di ajukan 

kepadanya. 

Dalam setiap aturan hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang- 

undang, didasari dari asas-asas hukum yang melatar belakanginya. Salah 

satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah "asas 

kebebasan berkontrak." yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan 

suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, 

sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak 

melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan ini adalah 

perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia.4 

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah adanya klausula 

eksonerasi yang tidak menguntungkan bagi konsumen dalam kontrak jasa 

parkir. Klausula eksonerasi ini seringkali mencantumkan ketentuan-

ketentuan yang merugikan konsumen, seperti biaya parkir yang tidak 

transparan, tanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan yang 

 

4Ahmad Miru. dan Sutarman Yodo, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, PT 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20. 
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tidak jelas, dan ketentuan pembayaran yang tidak adil. Hal ini tentu saja 

menimbulkan ketidakpuasan bagi konsumen dan merugikan hak-hak 

konsumen sebagai pengguna jasa parkir. 

Klausula eksonerasi adalah bagian dari perjanjian yang telah disusun 

oleh salah satu pihak yang memiliki dominansi, dan pihak lainnya hanya 

perlu menyetujuinya tanpa ada ruang untuk negosiasi atau penawaran. Ini 

disebut sebagai perjanjian "eksonerasi" karena tidak dapat dan tidak 

mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lain. Seiring dengan 

kemajuan dalam dunia bisnis, munculnya kebutuhan bagi pelaku bisnis 

untuk menciptakan konsep bisnis yang efisien, ekonomis, dan sederhana 

telah terjadi. Karakteristik ini menghasilkan bentuk perjanjian 

eksonerasi/standar. Keberadaan perjanjian eksonerasi ini menciptakan 

ketidakseimbangan dalam posisi antara pelaku bisnis dan konsumen, di 

mana dalam kontrak standar sering digunakan oleh pelaku bisnis untuk 

memasukkan klausula eksonerasi yang mengurangi kewajiban dan 

tanggung jawab mereka sebagai pelaku usaha. Hal ini tentu berpotensi 

sekali terjadinya kerugian kepada konsumen. 

Pencantuman klausula eksonerasi akan sangat merugikan 

konsumen, yang umumnya memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan 

dengan pelaku usaha, karena beban yang seharusnya ditanggung oleh 

pelaku usaha akan langsung beralih menjadi beban bagi konsumen. 

Meskipun cenderung merugikan konsumen, perjanjian eksonerasi masih 
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banyak digunakan oleh pelaku usaha. Perjanjian eksonerasi memang lebih 

efisien dalam konteks bisnis karena mudah dan sederhana, sehingga dapat 

segera ditandatangani oleh semua pihak. Namun, jika dilihat dari sudut 

pandang perjanjian eksonerasi, asas kebebasan berkontrak tidak tercermin 

sama sekali, dan menunjukkan adanya penyimpangan dari penerapan asas 

kebebasan berkontrak. 

Menjadi isu hingga saat ini adalah masih minimnya kesadaran dari 

semua pihak terutama pelaku usaha dalam mengikuti dan mematuhi 

peraturan ini. Contohnya, di karcis parkir wisata pemandian Langkuk Alay 

Desa Lubuk Bendahara yang menyediakan layanan parkir, masih seringkali 

ditemukan karcis parkir dengan klausula eksonerasi yang berisi pengalihan 

tanggungjawab. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan 

bahwa pelaku usaha tampaknya belum menyadari atau masih mengabaikan 

larangan untuk mencantumkan klausula eksonerasi berdasarkan UUPK. Di 

sisi lain, konsumen seharusnya dapat merespons setiap klausula eksonerasi 

dan tindakan yang tidak adil terhadap mereka dengan sikap yang kritis. 

Konsumen memiliki berbagai cara untuk menghadapinya, seperti 

memberikan protes dan kritik langsung kepada pelaku usaha, 

melaporkannya melalui media, atau mengajukan keluhan kepada lembaga 

perlindungan konsumen atau pihak berwenang, bahkan melalui pengadilan 

jika terjadi kerugian serius. 
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Perlindungan kepada hak-hak konsumen menjadi sangat penting 

dalam konteks perdagangan barang dan jasa karena situasi aktual 

menunjukkan bahwa masih ada praktek-praktek dalam perdagangan barang 

dan jasa yang merugikan kepentingan dan melanggar hak-hak konsumen. 

Sebagai contoh, dalam perdagangan dan pengelolaan layanan parkir yang 

dioperasikan oleh pelaku usaha, masih banyak kasus yang merugikan dan 

tidak memperhatikan hak-hak konsumen. Ketika kendaraan bermotor yang 

diparkir di tempat parkir hilang, konsumen sebagai pengguna layanan parkir 

berhak mendapatkan kompensasi, dan sebaliknya, pengelola layanan parkir 

memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas ganti rugi. Namun, hak-

hak ini seringkali diabaikan oleh pelaku usaha yang mengacu pada klausula 

eksonerasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghargai hak-

hak konsumen ini dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara.5 

Dalam kerangka konsep perlindungan konsumen, terdapat prinsip 

keselamatan dan keamanan, yang berarti bahwa pelaku usaha, dalam hal ini 

penjaga parkir, harus menjamin keselamatan dan keamanan barang yang 

dititipkan oleh konsumen parkir kepada mereka. Dengan demikian, 

konsumen parkir tidak akan mengalami kerugian akibat kelalaian yang 

mungkin dilakukan oleh penjaga parkir. Sesuai dengan maknanya sendiri, 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan 

 

5Muhammad Kholil Ihsan, "Perlindungan Hukum Pengguna Parkir Terhadap 

Klausula  Eksonerasi Dalam Perjanjian Perparkiran", (Palembang: 2022) 
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Konsumen yangselanjutnya disingkat UUPK, "Perlindungan konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen".6 

Kasus yang terjadi pada saudara D dan saudara T pengunjung yang 

kehilangan helm dan kendaraan di parkiran Wisata Pemandian Langkuk 

Alay di Desa lubuk Bendahara Kecamatan Rokan Vl Koto. Meskipun telah 

membayar karcis parkir, korban tidak mendapatkan ganti rugi atas 

kehilangan helm tersebut. Dan saudara T juga demikian tidak mendapatkan 

ganti rugi oleh pihak pengelola wisata. Pihak pengelola wisata beralasan 

bahwa kehilangan tersebut tidak dapat ditanggung karena adanya klausula 

eksonerasi dalam perjanjian parkir yang mengatakan bahwa pengelola tidak 

bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang bawaan. 

Layanan jasa parkir termasuk dalam suatu perjanjian yang 

menimbulkan hubungan hukum antara konsumen dan pengelola parkir. 

Dalam pelaksanaan jasa parkir terdapat klausula eksonerasi yang terdapat 

dalam karcis. Klausula eksonerasi tersebut menjadi suatu keresahan bagi 

konsumen. Klausula eksonerasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat (1) “setiap 

konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga 

yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku 

 

6Muhammad Kholil Ihsan, "Perlindungan Hukum Pengguna Parkir Terhadap 

Klausula  Eksonerasi Dalam Perjanjian Perparkiran", (Palembang: 2022)  
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usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. 

Ayat (2) “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 

peradilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak 

yang bersengketa”.  

Untuk menghindari adanya ketidakadilan antara konsumen dan 

pelaku usaha, maka terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

yang dapat memberikan hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga tidak 

ada hukum yang berat sebelah. Apabila pelaku usaha sudah melakukan 

kewajibannya, maka berhak untuk mendapatkan haknya. Begitu pula 

dengan konsumen. 

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi langkah 

alternatif bagi penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengelola parkir. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat adanya hak-hak dan 

kewajiban serta perintah dan larangan bagi konsumen maupun produsen. 

Serta mengatur berbagai macam pidana maupun perdata apabila perintah 

dan larangan tersebut dilanggar. Adanya Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen menjadi solusi terbaik bagi konsumen. 

Manfaat Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi konsumen 

adalah dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak 

konsumen. Sehingga antara konsumen dan pengelola usaha mempunyai 

kedudukan yang sama di depan hukum. Serta dapat memberikan 

keterbukaan informasi dan memberikan akses informasi. 
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Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Rokan hulu nomor 9 tahun 

2023 tentang pajak daerah dan restribusi daerah Jasa Parkir adalah jasa 

penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan atau 

pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik 

yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan 

Bermotor maka dari itu dalam memberikan dan menyediakan fasilitas, 

penyedia jasa parkir harus memiliki tanggung jawab dalam mengelola 

usahanya tersebut. Bisnis jasa parkir kendaraan akan berjalan dengan baik 

apabila sistem dalam menjalankan usahanya dilakukan secara optimal 

dengan memberikan fasilitas dan jaminan keamanan terhadap konsumen 

sehingga konsumen juga tidak perlu khawatir dalam menitipkan 

kendaraannya. 

Kegiatan seperti ini merupakan salah satu bentuk perjanjian 

penitipan barang yang dilakukan antara pengelola parkir dengan konsumen. 

Pengelola parkir memberikan layanan tempat untuk menitipkan kendaraan, 

dan konsumen sebagai pemakai jasa layanan di tempat parkir tersebut. 

Sehingga terjadi hubungan hukum antar keduanya dan menimbulkan hak 

dan kewajiban. 

Dalam hal ini pengelola layanan jasa parkir mempunyai kebijakan 

dan ketentuan sendiri yang membuat resah konsumen karena 

mencantumkan klausula yang dimana merugikan konsumen dalam karcis 



10 

 

 

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian 

 

yang mereka buat. Namun tak jarang juga beberapa penyedia jasa 

mencantumkan klausula eksonerasi pada tulisan yang di tempel di sekitar 

area parkir. 

Pencantuman klausula eksonerasi tersebut telah diatur dalam 

Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 1 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Namun, orientasi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah 

bisnis, dan bisnis yang dijalankan itu hanya bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan bukan kepuasan konsumen. Dalam praktiknya banyak 

konsumen yang mengalami kerugian, hilangnya helm, barang, bahkan 

kehilangan sepeda motor dan lain sebagainya, yang mana hal ini bukan 

menjadi tanggung jawab para pelaku usaha karena telah mencantumkan 

klausula eksonerasi yang sifatnya secara otomatis disetujui oleh konsumen.  

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait klausula 

eksonerasi di karcis parkir adalah Putusan MA Nomor 3416/Pdt/1985 

menyatakan bahwa kegiatan usaha parkir merupakan perjanjian penitipan 

barang, sehingga pengelola parkir bertanggung jawab atas hilangnya 

kendaraan yang diparkir, Selain itu, pelaku usaha yang mencantumkan 

klausula eksonerasi pada dokumen atau perjanjian dapat diancam penjara 

maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2.000.000.000 (dua miliar). 

Berdasarkan putusan MA Nomor 1966/K/Pdt/2005 memberikan 

putusan sebagai berikut : 
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1. Menyatakan secara hukum bahwa kesepakatan sebagaimana yang tertera   

dalam tanda bukti parkir adalah cacat hukum sehingga tidak sah oleh 

karenanya batal demi hukum. 

2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan 

melawan hukum sehingga merugikan Penggugat. 

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada 

Penggugat akibat kelalaian dari Tergugat atas hilangnya milik Penggugat 

yang berupa satu unit mobil Toyota Type KF 52 (Toyota Kijang), 

No.Pol.AB 7314 SA, warna hijau metalik, No. Rangka : MHF 21KF 

5200021101 No.Mesin :7K 0044226, Tahun pembuatan 1996 sebesar 

Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan biaya 

transportasi/operasional Penggugat yang dikeluarkan selama hilangnya 

kendaraan tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan 

seketika secara tunai dan kontan. 

4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar kerugian moriil/immateriil 

kepada Penggugat sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah) dengan seketika secara tunai dan kontan. 

5. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa 

(dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya kepada 

Penggugat dengan seketika secara tunai dan kontan menakala Tergugat lalai 

atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkrach van gewijsde). 
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6. Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan 

terlebih dahulu/sertamerta (Uit Voerbaar bij vorraad) walaupun Tergugat 

mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya. 

7. Menghukum Tergugat untuk membayar bayar biaya yang ditimbulkan 

dalam perkara ini. 

Hal ini dapat dilihat dari salah satu wisata pemandian Langkuk Alay 

yang ada di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto. Diantara 

isi klausula dalam karcis parkir tersebut adalah: 

1. Tarif parkir yang berlaku saat ini tercantum pada karcis parkir.  

2. Harap tidak meninggalkan barang berharga di kendaraan  

3.  Apabila karcis ini hilang, wajib menunjukan STNK yang asli 

4. Apa bila ada barang hilang dari kendaraan, kami tidak bertanggung 

 jawab 

Berdasarkan isi karcis parkir diatas menunjukkan bahwa masih 

mengandung klausula eksonerasi atau pelepasan tanggungjawab. 

Sebagaimana tercantum dalam poin ke empat, yaitu apabila ada barang 

hilang dari kendaraan, kami tidak bertanggung jawab. 
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Secara tekstual, isi karcis tersebut masih bersifat berat sebelah dan 

mengandung unsur ketidakadilan. Berat sebelah karena hanya 

mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja, yaitu pelaku usaha atau 

pengelola parkir, tanpa mencantumkan kewajiban pihak lainnya. Begitu pun 

sebaliknya. Padahal, kedudukan antara konsumen dan produsen mempunyai 

posisi yang sama. Sebagaimana asas kebebasan berkontrak yang telah diatur 

dalam Pasal 1320 Jo 1338 KUH Perdata. 

Untuk mengetahui respon dan pengetahuan konsumen tentang 

adanya klausula eksonerasi pada karcis parkir serta keabsahan klausula 

tersebut, maka perlu untuk diteliti secara mendalam dan detail. Tidak hanya 

melihat kondisi di lapangan, tetapi juga mengkaitkan dengan undang-

undang yang relevan. Sehingga, antara konsumen dan produsen dapat 

mengetahui kedudukan dan tugas masing-masing. 

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mengenai 

perlindungan hukum terhadap konsumen jasa parkir, khususnya terkait 

dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang sering kali merugikan 

pihak konsumen. Kajian ini juga akan mencakup upaya untuk 

mengidentifikasi regulasi yang ada, serta analisis mengenai sejauh mana 

perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif di Indonesia, 

termasuk hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen, dapat 

memberikan keadilan bagi pengguna jasa parkir. Dengan demikian, 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam 
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mengenai perlindungan hukum terhadap pemakai jasa parkir dan relevansi 

pengaturan klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir. 

Berdasarkan berbagai latar belakang di atas, maka peneliti akan 

melakukan penelitian lebih komprehensif berkaitan dengan tanggungjawab 

hukum terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir. 

Judul penelitian ini yaitu “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

KONSUMEN JASA PARKIR ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA 

EKSONERASI (Studi Kasus Wisata Pemandin Langkuk Alay Di Desa 

Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto)” 

1.2  Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mempermudah penulis 

dalam melakukan penelitian dan memberikan jawaban maka rumusan 

masalah dalam penelitan ini sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen apabila 

mengalami kehilangan, kerusakan barang atau motor di tempat parkir?  

2.   Apa saja hambatan dalam penyelesaian apabila terjadinya kehilangan, 

kerusakan barang atau motor di tempat parkir? 

1.3 Batasan Masalah 

 Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebarann pokok masalah agar penelitian tersebut 

lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan 
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penelitian akan tercapai. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan 

klausula eksonerasi dalam karcis parkir serta bagaimana klausula tersebut 

mencakup pembebasan tanggung jawab penyedia layanan parkir dalam hal 

kehilangan atau kerusakan barang milik konsumen jasa parkir. 

1. 4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen apabila 

mengalami kehilangan, kerusakan barang atau motor di tempat parkir. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian apabila terjadi 

kehilangan, kerusakan barang atau motor di tempat parkir. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian di harapkan masyarakat akan lebih memahami 

hak dan kewajiban mereka sebagai pemakai jasa parkir, serta bagaimana 

klausula eksonerasi dapat mempengaruhi hubungan hukum mereka dengan 

penyedia jasa. Selain itu, di harapkan dapat menambah pengetahuan serta 

memberikan gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab dari pelaku 

usaha dalam menyelengarakan layanan penitipan kendaraan bermotor di 

tempat wisata pemandian langkuk Alay Desa Lubuk Bendahara Kecamatan 

Rokan IV Koto terhadap konsumen yang mengalami kerugian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1. Kerangka Konseptual 

2.1.1. Pelaku Usaha 

 Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha 

yang melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Indonesia. Pelaku 

usaha bertanggung jawab atas dampak kegiatan usahanya yang dapat 

merugikan konsumen. 

Pe$nge$rtian pe$laku usaha dapat dite$mukan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-

Undang Pe$rlindungan Konsume$n yaitu pe$laku usaha adalah se$tiap  orang 

pe$rse$orangan atau badan usaha, baik yang be$rbe$ntuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum yang didirikan dan be$rke$dudukan atau  me$lakukan 

ke$giatan dalam wilayah hukum dalam wilayah hukum Ne$gara Re$publik 

Indone$sia, baik se$ndiri maupun be$rsama-sama me$lalui pe$rjanjian 

me$nye$le$nggarakan ke$giatan usaha dalam be$rbagai bidang e$konomi.7 

Pe$laku usaha me$rujuk ke$pada orang, pe$rusahaan, atau e$ntitas hukum 

yang te$rlibat dalam ke$giatan e$konomi de$ngan maksud me$mpe$role$h profit. 

Me$re$ka adalah individu atau e$ntitas yang me$nghasilkan produk atau layanan 

dan ke$mudian me$nawarkannya ke$pada konsume$n atau pe$langgan untuk 

dijual. Pe$laku usaha dapat be$rasal dari be$rbagai je$nis e$ntitas, te$rmasuk 

 

7 http://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/ diakses pada tanggal 20 

January 2025, Pukul   00.24 WIB 

http://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/
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pe$rusahaan be$sar, usaha ke$cil dan me$ne$ngah (UKM), pe$milik toko, 

produse$n, distributor, pe$nge$ce$r, pe$nye$dia layanan, dan se$bagainya. 

Pelaku usaha juga diatur di dalam Undang-Undang Pelindungan 

Konsumen dalam pasal 7 dan pasal 62 yang isinya sebagai berikut :  

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha. 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. 

3. Memperlakukan konsumen secara benar dan jujur. 

4. Menjamin mutu barang atau jasa. 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang dan jasa 

6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian 

konsumen. 

 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk 

dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen 

dan perjanjian apabila : 

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali barang yang dibeli konsumen. 

 

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli 

oleh konsumen. 
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d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan 

segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli 

oleh konsumen secara angsuran. 

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang 

atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. 

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 

atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual 

beli jasa. 

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 

aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang 

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 

memanfaatkan jasa yang dibelinya. 

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku 

usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak 

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara 

angsuran. 

Je$nis-je$nis pe$laku usaha parkir: 
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1. Pe$nge$lola parkir swasta: Biasanya dike$lola ole$h pe$rusahaan swasta 

 yang me$miliki izin untuk me$nge$lola lahan parkir, dan me$re$ka be$rhak 

 me$narik biaya parkir se$suai tarif yang be$rlaku. 

2. Pe$nge$lola parkir pe$me$rintah: Pe$me$rintah dae$rah juga me$miliki pe$ran 

 dalam pe$nye$diaan te$mpat parkir, te$rutama di are$a publik se$pe$rti trotoar, 

 jalan raya, atau are$a pe$rkantoran pe$me$rintah. 

3. Pe$milik lahan parkir: Individu atau badan hukum yang me$miliki lahan 

 atau are$a yang bisa digunakan untuk te$mpat parkir, dan me$nye$wakannya 

 ke$pada pihak lain untuk dike$lola. 

2.1.2. Pengertian Parkir 

 Parkir adalah ke$giatan atau aktivitas me$le$takkan ke$ndaraan 

 be$rmotor (se$pe$rti mobil, motor, atau se$pe$da) pada te$mpat yang te$lah 

 dise$diakan, baik di te$mpat te$rbuka maupun di dalam ge$dung, de$ngan tujuan 

 untuk be$rhe$nti se$me$ntara atau dalam jangka waktu yang le$bih lama. 

 Ke$giatan parkir ini biasanya dilakukan ke$tika ke$ndaraan tidak digunakan, 

baik untuk be$ristirahat, be$rbe$lanja, be$ke$rja, atau me$lakukan aktivitas 

lainnya. 

 Parkir me$miliki tujuan utama untuk me$ngatur te$mpat be$rhe$nti 

 ke$ndaraan agar tidak me$ngganggu ke$lancaran lalu lintas, se$rta me$mbe$rikan 

 ke$nyamanan bagi pe$nge$ndara untuk me$ninggalkan ke$ndaraan me$re$ka 

 se$me$ntara waktu de$ngan aman. 

 Kata "parkir" be$rasal dari kata "park," yang me$ngacu pada te$mpat 

taman. Dalam kamus bahasa Indone$sia, "parkir" dide$finisikan se$bagai 
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tindakan me$nyimpan se$suatu. Me$nurut Hobbs parkir adalah Tindakan 

me$le$takkan atau me$nyimpan ke$ndaraan di suatu lokasi te$rte$ntu, de$ngan 

durasi te$rgantung pada ke$pe$rluan pe$nge$ndara. Warpani me$nde$finisikan 

parkir se$bagai tindakan me$le$takkan ke$ndaraan di suatu te$mpat atau are$a 

de$ngan jangka waktu te$rte$ntu se$te$lah me$lakukan pe$rjalanan me$nuju tujuan. 

Te$mpat parkir bisa be$rupa lahan te$rbuka, garasi, atau fasilitas parkir lainnya 

yang dite$tapkan ole$h pe$me$rintah atau pihak swasta. Praktik parkir 

umumnya diatur ole$h pe$raturan lalu lintas dan hukum se$te$mpat untuk 

me$mastikan ke$lancaran lalu lintas dan ke$amanan ke$ndaraan se$rta pe$jalan 

kaki. 

 Pe$nge$rtian-pe$nge$rtian yang te$lah dise$butkan, dapat disimpulkan 

bahwa parkir adalah kondisi ke$tika ke$ndaraan, baik itu be$rmotor maupun 

tidak be$rmotor, be$rhe$nti dan tidak be$rge$rak untuk jangka waktu te$rte$ntu. 

Tujuan parkir adalah untuk me$mungkinkan pe$ngguna ke$ndaraan untuk 

me$ninggalkan ke$ndaraan me$re$ka se$me$ntara waktu saat me$re$ka tidak 

me$nggunakannya. Ini biasanya te$rjadi ke$tika se$se$orang se$dang be$rbe$lanja, 

be$ke$rja, me$ngunjungi suatu te$mpat, atau me$lakukan aktivitas lain yang 

me$me$rlukan pe$nggunaan ke$ndaraan. 

 Te$mpat parkir ini dapat dise$le$nggarakan ole$h pe$me$rintah atau pihak 

swasta, te$rmasuk individu atau pe$rusahaan. Me$nurut kamus be$sar bahasa 

Indone$sia, parkir dide$finisikan se$bagai tindakan me$nghe$ntikan atau 

me$ne$mpatkan ke$ndaraan be$rmotor dalam waktu singkat di lokasi yang te$lah 

dise$diakan. De$finisi ini juga me$ncakup layanan parkir yang dise$diakan ole $h 
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pe$nye$dia jasa, yaitu te$mpat yang ditunjuk untuk me$nghe$ntikan atau 

me$ne$mpatkan ke$ndaraan be$rmotor untuk se$me$ntara waktu. 

 Dalam banyak kasus, kurangnya fasilitas parkir yang me$madai 

se$suai de$ngan pe$rmintaan dan re$gulasi dapat me$nye$babkan ke$mace$tan lalu 

lintas. De$ngan pe$rtumbuhan jumlah pe$rjalanan, pe$rmintaan untuk ruang 

parkir juga me$ningkat dapat me$ngakibatkan pe$rlunya pe$nambahan lahan 

parkir, Te$mpat parkir juga be$rfungsi se$bagai are$a te$mpore$r untuk 

me$nghe$ntikan ke$ndaraan dalam jangka waktu te$rte$ntu dan me$mbe$rikan 

ke$se$mpatan bagi pe$nge$mudi untuk be$ristirahat dan juga me$nitipkan 

ke$ndaraannya.8 

2.1.3. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha  

 Tanggung jawab se$cara de$finisi me$rupakan ke$sadaran manusia akan 

 tingkah laku atau pe$rbuatan baik yang dise$ngaja maupun yang tidak 

 dise$ngaja. Tanggung jawab be$rarti juga be$rbuat se$bagai pe$rwujudan 

 ke$sadaran akan ke$wajiban. Tanggung jawab be$rsifat kodrati, yang artinya 

 tanggung jawab itu sudah me$njadi bagian ke$hidupan manusia bahwa se$tiap 

 manusia dan yang pasti masing-masing orang akan me$mikul suatu tanggung 

 jawabnya se$ndiri-se$ndiri. 

 Tanggung jawab hukum dalam hukum pe$rdata be$rupa tanggung 

 jawab se$se$orang te$rhadap pe$rbuatan yang me$lawan hukum. Pe$rbuatan 

 me$lawan hukum me$miliki ruang lingkup yang le$bih luas dibandingkan 

 

8 Rinda Hesti Kusumaningtyas “Evaluasi Dan Perancangan Sistem Informasi 

Lahan Parkir”I, Jurnal Sistem Informasi, Vol.9, 2016. 



22 

 

 

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian 

 

 de$ngan pe$rbuatan pidana. Pe$rbuatan me$lawan hukum tidak hanya 

 me$ncakup pe$rbuatan yang be$rte$ntangan de$ngan undang-undang pidana 

 saja,  akan te$tapi jika pe$rbuatan te$rse$but be$rte$ntangan de$ngan undang-

 undang lainnya dan bahkan de$ngan ke$te$ntuan- ke$te$ntuan hukum yang 

 tidak te$rtulis. 

 Ke$te$ntuan pe$rundang-undangan dari pe$rbuatan me$lawan hukum 

 be$rtujuan untuk me$lindungi dan me$mbe$rikan ganti rugi ke$pada pihak yang 

 dirugikan. Me$nurut pasal 1365 KUHPe$rdata, maka yang dimaksud de$ngan 

 pe$rbuatan me$langgar hukum adalah pe$rbuatan yang me$lawan hükum yang 

 dilakukan ole$h se$se$orang yang kare$na salahnya te$lah me$nimbulkan 

 ke$rugian bagi orang lain. 

 Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu ke$se$harusan 

 bagi se$se$orang untuk me$laksanakan apa yang te$lah diwajibkan 

 ke$padanya. Se$dangkan me$nurut Kamus Be$sar Bahasa Indone$sia, tanggung 

 jawab me$miliki arti ke$adaan wajib me$nanggung se$gala se$suatunya (kalau 

 te$rjadi apa-apa bole$h dituntut, dipe$rsalahkan, dipe$rkirakan, dan akirakan, 

 dan se$bagainya). Me$nurut hukum, tangung jawab ialah suatu akibat atas 

 konse$kue$nsi ke$be$basan se$se$orang te$ntang pe$rbuatannya yang be$rkaitan 

 de$ngan e$tika atau moral dalam me$lakukan suatu. pe$rbuatan. 

 Tanggung jawab hukum te$rjadi se$bab adanya ke$wajiban yang tidak 

 dipe$nuhi ole$h salah satu pihak yang me$lakukan pe$rjanjian, hal te$rse$but 

 juga  me$mbuat pihak yang lain me$ngalami ke$rugian akibat haknya tidak 

 dapat  dipe$nuhi ole$h salah satu pihak te$rse$but. Titik Triwulan be$rpe$ndapat 
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 bahwa  pe$rtanggungjawaban harus me$mpunyai dasar, yaitu hal yang 

 me$nye$babkan  timbulnya hak hukum bagi se$orang untuk me$nuntut orang 

 lain se$kaligus  be$rupa hal yang me$lahirkan ke$wajiban hukum. Se$mua 

 pe$ningkatan dan pe$rtumbuhan pribadi mucul be$rkat adanya se$buah 

 ke$sadaran se$de$rhana.  Ke$sadaran itu adalah bahwasanya kita se$cara 

 pribadi be$rtanggung jawab  atas se$gala hal dalam hidup kita, orang lain 

 untuk me$mbe$ri pe$rtanggungjawabannya tak se$pe$duli bagaimana kondisi di 

 luar ke$ndali  kita. 

 Tanggung Jawab Hukum Me$nurut hukum pe$rdata dalam hukum 

 pe$rdata, dasar pe$rtanggungjawaban dibagi me$njadi dua macam, yaitu 

 ke$salahan dan risiko. De$ngan de$mikian dike$nal de$ngan 

 pe$rtanggungjawaban atas dasar ke$salahan (lilability without base$d on 

 fault)  dan pe$rtanggungjawaban tanpa ke$salahan yang dike$nal (lilability 

 without fault) yang dike$nal de$ngan tanggung jawab risiko atau tanggung 

 jawab  mutlak (strick liabiliy). Prinsip dasar pe$rtanggung jawaban atas 

 dasar  ke$salahan me$ngandung arti bahwa se$se$orang harus be$rtanggung 

 jawab  kare$na ia me$lakukan ke$salalran alalman kare$na kare$na me$rugikan 

 me$rugikan orang lain. 

 Se$baliknya prinsip tanggung jawab risiko artinya konsume$n 

 pe$nggugat tidak diwajibkan lagi me$lainkan produse$n te$rgugat langsung 

 be$rtanggung jawab se$bagai risiko usahanya. Tanggung jawab hukum 

 dalam  hukum pe$rdata be$rupa tanggung jawab se$se$orang te$rhadap 

 pe$rbuatan yang me$lawan hukum. Pe$rbuatan me$lawan hukum me$miliki 
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 ruang lingkup yang le$bih luas dibandingkan de$ngan pe$rbuatan pidana. 

 Pe$rbuatan me$lawan hukum tidak hanya me$ncakup pe$rbuatan yang 

 be$rte$ntangan de$ngan undang- undang pidana saja, akan te$tapi jika 

 pe$rbuatan te$rse$but be$rte$ntangan de$ngan undangundang lainnya dan 

 bahkan de$ngan ke$te$ntuan-ke$te$ntuan hukum  yang tidak te$rtulis. Ke$te$ntuan 

 pe$rundang-undangan dari pe$rbuatan me$lawan hukum be$rtujuan untuk 

 me$lindungi dan me$mbe$rikan ganti rugi ke$pada pihak yang dirugikan." 

 KUH Pe$rdata me$lahirkan tanggung jawab hukum pe$rdata 

 be$rdasarkan wanpre$stasti, diawali de$ngan adanya pe$rjanjian yang 

 me$lahirkan hak dan ke$wajiban. Apabila dalam hubungan hukum 

 be$rdasarkan pe$rjanjian te$rse$but, pihak yang me$langgar ke$wajiban 

 (de$bitury tidak me$laksanakan atau me$langar ke$wajiban yang dibe$bankan 

 ke$padanya maka aka ia dapat dinyatakan lalai (wanpre$stasi) dan atas dasar 

 itu ia dapat dimintakan pe$rtanggungjawaban hukum be$rdasarkan 

 wanpre$stasi. Se$me$ntara tanggungjawab hukum pe$rdata be$rdasarkan 

 pe$rbuatan me$lawan hukum didasarkan adanya hubugan hukum, hak dan 

 ke$wajiban yang be$rsumbe$r pada hukum. 

 Tanggung jawab pe$laku usaha me$ncakup be$rbagai aspe$k yang 

be$rkaitan de$ngan ope$rasi dan dampak bisnisnya te$rhadap be$rbagai pihak, 

te$rmasuk konsume$n dan karyawan yang be$ke$rja. Be$ntuk-be$ntuk 

pe$rtanggungjawaban pe$laku usaha te$rhadap konsume$n antara lain be$rupa: 

1. Contractual Liability  

 Me$ngacu pada tanggung jawab hukum yang timbul dari pe$rjanjian 
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atau kontrak antara pe$laku usaha yang me$nye$diakan barang atau jasa 

dan konsume$n. Tanggung jawab ini muncul ke$tika konsume$n 

me$ngalami ke$rugian akibat me$ngonsumsi produk atau me$nggunakan 

jasa yang te$lah dise$pakati dalam pe$rjanjian atau kontrak te$rse$but. 

De$ngan kata lain, dalam pe$rtanggungjawaban kontraktual ini, te$rdapat 

pe$rjanjian atau kontrak yang me$ngikat antara pe$laku usaha dan 

konsume$n. 

2. Product Liability  

Tanggung jawab pe$rdata te$rhadap produk se$cara langsung dari 

pe$laku usaha atas ke$rugian yang dialami konsume$n akibat pe$nggunaan 

produk yang dihasilkan. Tanggung jawab te$rhadap produk ini 

be$rdasarkan pada doktrin Pe$rbuatan Me$lawan Hukum (tortius liability). 

Unsur-unsur yang te$rkait de$ngan tortius liability me$libatkan pe$rbuatan 

yang be$rte$ntangan de$ngan hukum, adanya ke$salahan, te$rjadinya 

ke$rugian, dan adanya hubungan kausal antara pe$rbuatan yang me$lawan 

hukum dan ke$rugian yang te$rjadi. Jadi, dalam kasus ke$tika tidak te$rdapat 

pe$rjanjian (no privity of contract) antara pe$laku usaha dan konsume$n, 

tanggung jawab pe$laku usaha didasarkan pada product liability atau 

pe$rtanggungjawaban te$rkait produk. Ke$te$ntuan ini te$rdapat dalam Pasal 

19 Undang-Undang Pe$rlindungan Konsume$n yang me$nyatakan pe$laku 

usaha be$rtanggung jawab me$mbe$rikan ganti rugi atas ke$rusakan, 

pe$nce$maran atau ke$rugian konsume$n akibat me$ngkonsumsi barang 

yang dihasilkan atau dipe$rdagangkan.  
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3. Criminal Liability  

Tanggung jawab pidana dari pe$laku usaha me$rupakan kaitan antara 

pe$laku usaha de$ngan pe$me$rintah atau ne$gara. Dalam hal pe$mbuktian, 

yang dipakai adalah pe$mbuktian te$rbalik se$pe$rti yang diatur dalam Pasal 

22 UUPK, yang me$nyatakan bahwa pe$mbuktian te$rhadap ada atau 

tidaknya unsur ke$salahan dalam kasus pidana, se$bagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 UUPK, yaitu ke$rusakan, pe$nce$maran atau ke$rugian yang 

dialami konsume$n me$rupakan be$ban dan tanggung jawab pe$laku usaha, 

tanpa me$nutup ke$mungkinan dalam me$lakukan pe$mbuktian. Maka 

ke$dudukan tanggung jawab pe$rlu dipe$rhatikan, se$bab me$mpe$rsoalkan 

ke$pe$ntingan konsume$n harus dise$rtai pula analisis me$nge$nai siapa yang 

se$me$stinya dibe$bani tanggung jawab dan sampai batas mana 

pe$rtanggung jawaban itu dibe$bankan ke$padanya. 

2.1.4. Pengertian Perjanjian 

 Pe$rjanjian adalah salah satu bagian te$rpe$nting dari hukum pe$rdata. 

 Se$bagaimana diatur dalam buku III KUH Pe$rdata. Di dalam ke$hidupan 

 se$hari-hari, masyarakat pada umumnya se$ring me$lakukan pe$rjanjian dalam 

 rangka me$me$nuhi ke$butuhannya. Se$tiap orang me$mpunyai ke$cakapan 

 untuk me$lakukan pe$rbuatan hukum se$pe$rti me$lakukan se$buah pe$rjanjian, 

 se$buah pe$rkawinan da dan lain-lain. Se$tiap orang be$rhak dan be$bas 

 me$laksanakan atau me$ngadakan se$buah pe$rjanjian dan me$ne$ntukan syarat- 

 syarat atau ke$te$ntuan dari pe$rjanjian yang dibuatnya baik itu de$ngan 
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 be$ntuk  lisan maupun tulisan.9 Di dalam KUH Pe$rdata te$lah diatur 

 me$nge$nai pe$rjanjian dan bagaimana syarat-syarat sahnya se$buah pe$rjanjian 

 yaitu dalam Buku III KUH Pe$rdata pasal 1320 : 

1. Ke$se$pakatan Me$re$ka Yang Me$ngikatkan Dirinya 

   Ke$se$pakatan me$re$ka yang me$ngikatkan dirinya di se$de$rhanakan 

 me$njadi ke$se$pakatan para pihak. Jika diartikan, ke$se$pakatan be$rarti adanya 

 pe$nye$suaian ke$he$ndak yang be$bas antara para pihak me$nge$nai hal-hal 

 pokok yang diinginkan dalam pe$rjanjian. Dalam hal ini, se$tiap pihak harus 

 me$miliki ke$mauan yang be$bas (sukare$la) untuk me$ngikatkan diri, di mana 

 ke$se$pakatan te$rse$but dapat dinyatakan se$cara te$gas maupun diam-diam. 

 Adapun makna dari be$bas adalah le$pas dari ke$khilafan, paksaan, dan 

 pe$nipuan. Apabila adanya unsur ke$khilafan, paksaan, atau pe$nipuan hal ini 

 be$rarti me$langgar syarat sah pe$rjanjian. Ke$te$ntuan te$rse$but se$bagaimana 

 diatur dalam Pasal 1321 KUH Pe$rdata yang me$ne$rangkan bahwa tiada 

 suatu pe$rse$tujuan pun me$mpunyai ke$kuatan jika dibe$rikan kare$na 

 ke$khilafan atau dipe$role$h de$ngan paksaan atau pe$nipuan.  

2. Ke$cakapan Untuk Me$mbuat Suatu Pe$rjanjian 

 Dalam konte$ks ke$cakapan untuk me$mbuat suatu pe$rikatan, yang 

 me$njadi subje$k adalah pihak-pihak yang te$rlibat dalam pe$rjanjian te$rse$but. 

 Pasal 1329 KUH Pe$rdata me$ne$rangkan bahwa tiap orang be$rwe$nang untuk 

 me$mbuat pe$rikatan, ke$cuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. 

 

9Az Santozo Lukman, 2019, Aspek Hukum Perjanjian, Penebar Media Pusatka, 

Yogyakarta 
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 Te$rkait siapa yang dinyatakan tidak cakap Pasal 1330 KUH Pe$rdata 

 me$ne$rangkan bahwa yang tidak cakap untuk me$mbuat pe$rse$tujuan adalah 

 anak yang be$lum de$wasa; orang yang ditaruh di bawah pe$ngampuan; dan 

 pe$re$mpuan yang te$lah kawin dalam hal yang dite$ntukan undang-undang 

 dan pada umumnya se$mua orang yang ole$h undang-undang dilarang untuk 

 me$mbuat pe$rse$tujuan te$rte$ntu. 

3. Suatu Hal Te$rte$ntu 

 Te$rkait suatu pokok pe$rsoalan atau hal te$rte$ntu be$rmakna apa yang 

 me$njadi pe$rjanjian atau dipe$rjanjikan ole$h ke$dua be$lah pihak. Pada 

 intinya, barang yang dimaksud dalam pe$rjanjian dite$ntukan je$nisnya, yakni 

 barang yang dapat dipe$rdagangkan. Hal ini se$suai ke$te$ntuan Pasal 1332 

 KUH Pe$rdata yang me$ne$rangkan bahwa hanya barang yang dapat 

 dipe$rdagangkan saja yang dapat me$njadi pokok pe$rse$tujuan. Ke$mudian, 

 Pasal 1333 KUH Pe$rdata me$ne$rangkan bahwa suatu pe$rse$tujuan harus 

 me$mpunyai pokok  be$rupa suatu barang yang se$kurang-kurangnya 

 dite$ntukan je$nisnya. Jumlah  barang itu tidak pe$rlu pasti, asal saja jumlah 

 itu ke$mudian dapat dite$ntukan atau dihitung. 

4. Kausa (Suatu Se$bab) Yang Halal. 

 Makna suatu se$bab yang tidak te$rlarang atau halal dalam konte$ks 

 pe$rjanjian be$rkaitan de$ngan isi pe$rjanjiannya atau tujuan yang he$ndak 

 dicapai ole$h para pihak yang te$rlibat. Isi dari suatu pe$rjanjian tidak bole $h 

 be$rte$ntangan de$ngan undang-undang, ke$susilaan, maupun de$ngan 

 ke$te$rtiban umum. Hal te$rse$but se$bagaimana ke$te$ntuan Pasal 1337 KUH 
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 Pe$rdata yang me$ne$rangkan bahwa suatu se$bab adalah te$rlarang, jika se$bab 

 itu dilarang ole$h undang-undang atau bila se$bab itu be$rte$ntangan de$ngan 

 ke$susilaan atau de$ngan ke$te$rtiban umum.10 

 Hubungan Hukum Antara Pihak Pe$nge$lola Parkir De$ngan 

 Konsume$n Jasa Parkir Pasal 1313 KUH Pe$rdata me$nyatakan bahwa 

 pe$rjanjian me$rupakan suatu pe$rbuatan de$ngan satu orang atau le$bih 

 me$ngikatkan dirinya te$rhadap satu orang atau le$bih. Dalam buku Sube$kti 

 juga me$nyatakan, pe$rjanjian me$rupakan suatu pe$ristiwa dimana se$orang 

 be$rjanji ke$pada orang lain atau dimana dua orang itu saling be$rjanji untuk 

 me$laksanakan suatu hal. 

 Dalam hukum pe$rjanjian dike$nal 5 (lima) asas pe$nting, yaitu: 

a. Asas Ke$be$basan Be$rkontrak Asas ke$be$basan be$rkontrak dapat dikutip 

 dari ke$te$ntuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Pe$rdata yang be$rbunyi: "Se$mua 

 pe$rjanjian yang dibuat se$cara sah be$rlaku se$bagai undang-undang bagi 

 me$re$ka yang me$mbuatnya." Asas ke$be$basan be$rkontrak adalah asas yang 

 me$mbe$rikan ke$be$basan ke$pada para pihak untuk me$mbuat atau tidak 

 me$mbuat pe$rjanjian, me$ngadakan pe$rjanjian de$ngan siapapun, 

 me$ne$ntukan isi pe$rjanjian be$rikut pe$laksanaan dan pe$rsyaratannya se$rta 

 me$ne$ntukan be$ntuk pe$rjanjian, baik se$cara te$rtulis atau lisan. 

b. Asas Konse$nsualisme$ Asas konse$nsualisme$ dapat disimpulkan dalam 

 

10Hukumonline,"Empat Syarat Sah Pwerjanjian di Mata Hukum", 

https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum- 

It6273669575348/page-2 diakses tanggal 14 Januari 2025 pkl. 13.07. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-
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 Pasal 1320 ayat (1) KUH Pe$rdata. Dalam pasal te$rse$but dite$ntukan bahwa 

 salah satu syarat sahnya pe$rjanjian adalah adanya ke$se$pakatan ke$dua be$lah 

 pihak. Asas konse$nsualisme$ me$rupakan asas yang me$nyatakan bahwa 

 pe$rjanjian pada umumnya tidak diadakan se$cara formal, te$tapi cukup 

 de$ngan adanya ke$se$pakatan ke$dua be$lah pihak. Ke$se$pakatan me$rupakan 

 pe$rse$suaian antara ke$he$ndak dan pe$rnyataan yang dibuat ole$h ke$dua be$lah 

 pihak.  

c. Asas Ke$pastian Hukum (Pacta Sunt Se$rvanda) Asas pacta sunt 

 se$rvanda atau asas ke$pastian hukum ini be$rhubungan de$ngan akibat 

 pe$rjanjian. Me$nurut asas ini, hakim ataupun pihak ke$tiga harus 

 me$nghormati substansi kontrak yang dibuat ole$h para pihak, se$bagaimana 

 layaknya se$buah undang-undang. Me$re$ka tidak bole$h me$lakukan 

 inte$rve$nsi te$rhadap substansi kontrak yang dibuat ole$h para pihak. Asas 

 pacta sunt se$rvanda dapat dianalisis dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH 

 Pe$rdata yang be$rbunyi: "Pe$rjanjian yang dibuat se$cara sah be$rlaku se$bagai 

 undang-undang." 

d. Asas Itikad Baik (goe$de$ trouw) Asas itikad baik dapat dikutip dari 

 Pasal 1338 ayat (3) KUH Pe$rdata yang be$rbunyi "pe$rjanjian harus 

 dilaksanakan de$ngan itikad baik." Asas itikad baik me$rupakan asas bahwa 

 para pihak, yaitu pihak kre$ditur dan de$bitur harus me$laksanakan substansi 

 kontrak be$rdasarkan ke$pe$rcayaan atau dari para pihak. ke$yakinan yang 

 te$guh atau ke$mauan baik dari para pihak. 

e$. Asas Ke$pribadian (Pe$rsonalitas) Asas ke$pribadian me$rupakan asas 
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 yang me$ne$ntukan bahwa se$se$orang yang akan me$lakukan dan atau 

 me$mbuat kontrak hanya untuk ke$pe$ntingan pe$rse$orangan saja. Hal ini 

 te$rlihat dalam Pasal 1315 KUH Pe$rdata yang be$rbunyi: "Pada umumnya 

 se$se$orang tidak dapat me$ngadakan pe$rikatan atau pe$rjanjian se$lain untuk 

 dirinya se$ndiri." Se$rta Pasal 1340 KUH Pe$rdata yang be$rbunyi: "Pe$rjanjian 

 hanya be$rlaku antara pihak yang me$mbuatnya." Ke$dua pasal te$rse$but 

 be$rarti bahwa se$se$orang yang me$ngadakan pe$rjanjian hanya untuk dirinya 

 se$ndiri dan bahwa pe$rjanjian yang dibuat ole$h para pihak hanya be$rlaku 

 bagi para pihak yang me$mbuatnya. Pe$nge$cualian te$rhadap asas 

 ke$pribadian itu diatur dalam Pasal 1317 KUH Pe$rdata yang 

 me$ngkonstruksikan bahwa se$se$orang dapat me$ngadakan pe$rjanjian untuk 

 ke$pe$ntingan pihak ke$tiga de$ngan suatu syarat yang dite$ntukan dan Pasal 

 1318 yang me$mungkinkan dibuatnya pe$rjanjian untuk ke$pe$ntingan ahli 

 warisnya dan orang-orang yang me$mpe$role$h hak dari padanya. 

 

2.1.5. Jenis-Jenis Perjanjian 

perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian 

obligatoir dan perjanjian non-obligatoir. 

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk 

menyerahkan atau membayar sesuatu. terdapat 4 jenis-jenis perjanjian 

obligatoir: 

1. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik Perjanjian sepihak 

adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak. 
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Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang 

membebankan prestasi antara kedua belah pihak. 

 

2. Perjanjian Cuma-cuma dan Perjanjian atas Beban 

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu 

memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima 

suatu manfaat bagi dirinya. Sementara perjanjian atas beban adalah 

perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan 

prestasi. 

 

3. Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Riil dan Perjanjian Formil 

Perjanjian konsensuil, yaitu perjanjian yang mengikat sejak detik 

tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian 

riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, 

namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. 

Adapun perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan 

formalitas tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

4. Perjanjian Bernama, Perjanjian Tak Bernama dan Perjanjian Campuran 

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam 

undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak 

diatur secara khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian 
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campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau 

lebih perjanjian bernama. 

 

Sedangkan perjanjian non-obligatoir merupakan perjanjian yang tidak 

mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. 

Jenis-jenis perjanjian non-obligatoir ini terbagi atas: 

1. Zakelijk overeenkomst, yaitu perjanjian yang menetapkan 

dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. 

2. Bevifs overeenkomst, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu. 

3. Liberatoir overeenkomst, yaitu perjanjian ketika seseorang 

membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.  

4. Vaststelling overenkomst, yaitu perjanjian untuk mengakhiri    

perselisihan yang ada di muka pengadilan. 

  2.2. Kerangka Teori 

 2.2.1. Teori Perlindungan Hukum  

  Pe$nge$rtian pe$rlindungan adalah te$mpat untuk be$rlindung, hal 

 (pe$rbuatan dan se$bagainya), se$dangkan pe$nge$rtian hukum adalah 

 ke$se$luruhan asas dan kaidah yang me$ngatur pe$rgaulan hidup manusia 

 dalam  masyarakat dan be$rtujuan untuk me$me$lihara ke$te$rtiban se$rta 

 me$liputi be$rbagai masyara dan prose$s guna me$wujudkan be$rlakunya 

 kaidah se$bagai suatu ke$nyataan dalam hukum. Se$cara se$de$rhana 
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 pe$rlindungan hukum me$rupakan be$ntuk aturan atau kaidah yang be$rtujuan 

 me$lindungi atau me$mbe$rikan pe$rlindungan be$rupa hukum. 

  Me$nurut Hadjon, pe$rlindungan hukum me$rupakan upaya untuk 

 me$njaga martabat, me$ngakui hak-hak asasi manusia, dan me$nghindarkan 

 subje$k hukum dari ke$se$we$nangan be$rdasarkan pe$raturan hukum. Hadjon 

 ke$mudian me$nge$lompokkan dua je$nis pe$rlindungan hukum untuk 

 masyarakat be$rdasarkan fungsinya, yaitu pe$rlindungan pre$ve$ntif dan 

 re$pre$sif. Pe$rlindungan pre$ve$ntif me$mbe$ri ke$se$mpatan pada masyarakat 

 untuk me$nyuarakan pe$ndapat se$be$lum masyaraka pe$me$rintah me$njadi 

 final,  de$ngan tujuan me$nce$gah timbulnya konflik. Di sisi lain, 

 pe$rlindungan  re$pre$sif be$rtujuan untuk me$nye$le$saikan konflik yang sudah 

 ada. Pe$rlindungan hukum adalah jaminan yang dise$diakan ole$h ne$gara 

 untuk  me$mungkinkan se$mua individu me$laksanakan hak dan ke$pe$ntingan 

 hukumnya se$bagai subje$k hukum.11 

  Te$ori pe$rlindungan hukum adalah konse$p dalam hukum yang 

 me$ne$kankan pe$ntingnya siste$m hukum dalam me$lindungi hak-hak 

 individu, ke$lompok, atau masyarakat dari pe$ngabaian atau 

 pe$nyalahgunaan. Pada istilah “pe$rlindungan hukum” dalam bahasa Inggris 

 dike$nal se$bagai le$gal  prote$ction, se$me$ntara dalam bahasa Be$landa dise$but 

 Re$chts  be$sche$rming.  Se$cara e$timologis, “pe$rlindungan hukum” te$rdiri 

 

11 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: 

Pt. Bina Ilmu, 1987). 
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 dari dua kata, yaitu “pe$rlindungan” dan “hukum.” Dalam Kamus Be$sar 

 Bahasa Indone$sia, “pe$rlindungan” me$miliki arti se$bagai (1) te$mpat 

 be$rlindung, (2) hal (pe$rbuatan, dsb.), dan (3) prose$s, cara, atau pe$rbuatan 

 me$lindungi. Se$me$ntara itu, “hukum” be$rfungsi untuk me$lindungi 

 ke$pe$ntingan manusia,  se$hingga agar ke$pe$ntingan te$rse$but te$rlindungi, 

 hukum harus dite$rapkan se$cara masyarakat. De$ngan kata lain, 

 “pe$rlindungan” adalah profe$sional  atau tindakan yang dilakukan se$suai 

 de$ngan hukum atau pe$raturan yang  be$rlaku untuk me$njaga dan 

 me$lindungi se$suatu. 

  Pe$rlindungan hukum adalah hak yang harus dibe$rikan ke$pada 

 se$tiap  warga ne$gara dan me$rupakan ke$wajiban yang harus dipe$nuhi ole$h 

 ne$gara  itu se$ndiri. Maka dari itu, ne$gara me$miliki tanggung jawab untuk 

 me$mbe$rikan pe$rlindungan hukum ke$pada warga ne$garanya. Prinsip utama 

 pe$rlindungan hukum te$rhadap masyarakat adalah didasarkan pada 

 pe$ngakuan dan pe$rlindungan te$rhadap martabat se$rta hak asasi manusia. 

 Dalam hal ini, pe$ngakuan dan pe$rlindungan te$rhadap hak te$rsangka harus 

 dilakukan tanpa adanya diskriminasi. Pe$rlindungan hukum me$libatkan 

 be$rbagai masyarak untuk me$me$nuhi hak-hak dan me$mbe$rikan dukungan 

 ke$pada saksi atau korban de$ngan tujuan untuk me$mbe$rikan pe$rasaan 
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 ke$amanan. Upaya te$rse$but me$ncakup pe$mbe$rian re$stitusi, kompe$nsasi, 

 pe$rawatan me$dis, dan bantuan hukum.12 

  Pe$rlindungan hukum me$rujuk pada se$rangkaian tindakan, hak, dan 

 prose$dur yang ada dalam siste$m hukum suatu ne$gara untuk me$lindungi 

 hak-hak, ke$be$basan, dan ke$pe$ntingan individu atau ke$lompok. Tujuan 

 utama  pe$rlindungan hukum adalah untuk me$mastikan bahwa se$tiap orang 

 me$miliki akse$s ke$ ke$adilan, ke$be$basan dari pe$nindasan atau diskriminasi, 

 dan pe$rlakuan yang adil di bawah hukum. 

  Me$nurut Soe$rjono Soe$kanto, te$ori pe$rlindungan hukum pada 

 dasarnya adalah be$ntuk pe$rlindungan yang dibe$rikan ke$pada subje $k 

 hukum me$lalui pe$rangkat hukum. Se$lain itu, Soe$kanto me$nje$laskan bahwa 

 se$lain  pe$ran pe$ne$gak hukum, te$rdapat lima faktor lain yang me$me$ngaruhi 

 prose$s  pe$ne$gakan hukum dan pe$rlindungannya, yaitu se$bagai be$rikut: 

1. Faktor Undang-Undang me$rujuk pada pe$raturan te$rtulis yang 

be$rlaku se$cara umum dan disusun ole$h pihak be$rwe$nang yang 

sah.  

2. Faktor pe$ne$gak hukum me$ncakup individu atau ke$lompok yang  

te$rlibat dalam prose$s pe$ne$gakan hukum, baik se$cara langsung 

maupun tidak langsung. 

 

12 Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, (UI Press: Jakarta, 1984). 
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3. Faktor sarana atau fasilitas yang me$mfasilitasi pe$ne$gakan 

hukum, se$pe$rti ke$ahlian sumbe$r daya manusia atau pe$ralatan 

yang me$madai. 

4. Faktor masyarakat, yang me$ncakup konte$ks di mana hukum 

be$rlaku dan dite$rapkan. Pe$ne$rimaan hukum dalam masyarakat 

dianggap pe$nting untuk me$njaga ke$damaian  

5. Faktor ke$budayaan, yang me$libatkan e$kspre$si kre$ativitas 

manusia dalam inte$raksi sosial dan ke$hidupan se$hari-hari 

  Te$ori yang digunakan se$bagai pisau analisis dalam pe$ne$litian ini 

 adalah te$ori pe$rlindungan hukum, dalam suatu ne$gara pasti te$rjadi 

 hubungan antara ne$gara de$ngan warga ne$garanya. Hubungan inilah yang 

 me$lahirkan hak dan ke$wajiban. Pe$rlindungan hukum akan me$njadi hak 

 bagi warga ne$gara, di sisi lain pe$rlindungan hukum me$njadi ke$wajiban 

 bagi ne$gara.Ne$gara wajib me$mbe$rikan pe$rlindungan hukum bagi warga 

 ne$garanya. Indone$sia me$ngukuhkan dirinya se$bagai ne$gara hukum yang 

 te$rcantum di  dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang 

 be$rbunyi, "Indone$sia adalah ne$gara hukum." Ini be$rarti bahwa Indone$sia 

 adalah  ne$gara yang be$rdasarkan atas hukum. De$ngan se$ndirinya 

 pe$rlindungan  hukum me$njadi unsur e$se$nsial se$rta me$njadi konse$kue$nsi 

 dalam ne$gara  hukum. Ne$gara wajib me$njamin hak-hak hukum warga 

 ne$garanya. Pe$rlindungan hukum me$rupakan pe$ngakuan te$rhadap harkat 

 dan martabat  warga ne$garanya se$bagai manusia. Kare$na itu me$mpe$lajari 
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 Te$ori  Pe$rlindungan Hukum ini me$njadi sangat pe$nting. 

  Prinsip pe$rlindungan hukum te$rhadap tindakan pe$me$rintah 

 be$rtumpu dan be$rsumbe$r dari konse$p te$ntang pe$ngakuan dan pe$rlindungan 

 te$rhadap hak-hak asasi manusia kare$na me$nurut se$jarah dari barat, 

 lahirnya konse$p-konse$p te$ntang pe$ngakuan dan pe$rlindungan te$rhadap 

 hak-hak asasi  manusia diarahkan ke$pada pe$mbatasan-pe$mbatasan dan 

 pe$le$takan ke$wajiban masyarakat dan pe$me$rintah. Aspe$k dominan dalam 

 konse$p barat  te$ntang hak asasi manusia me$ne$kankan e$ksiste$nsi hak dan 

 ke$be$basan yang me$le$kat pada kodrat manusia dan statusnya se$bagai 

 individu, hak te$rse$but  be$rada di atas ne$gara dan di atas se$mua organisasi 

 politik dan be$rsifat mutlak se$hingga tidak dapat diganggu gugat. Kare$na 

 konse$p ini, maka se$ring kali dilontarkan kritik bahwa konse$p barat te$ntang 

 hak-hak asasi  manusia adalah konse$p yang individualistik. Ke$mudian 

 de$ngan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak e$konomi se$rta hak kultural, 

 te$rdapat ke$ce$nde$rungan mulai me$lunturnya sifat indivudualistik dari 

 konse$p barat.  Dalam me$rumuskan prinsip-prinsip pe$rlindungan hukum di 

 Indone$sia, landasannya adalah Pancasila se$bagai ide$ologi dan falsafah 

 ne$gara. 

  Konse$psi pe$rlindungan hukum bagi rakyat di barat be$rsumbe$r pada 

 konse$p- konse$p Re$chtstaat dan "Rule$ of The$ Law". De$ngan me$nggunakan 

 konse$psi barat se$bagai ke$rangka be$rfikir de$ngan landasan pada Pancasila, 

 prinsip pe$rlindungan hukum di Indone$sia adalah prinsip pe$ngakuan dan 

 pe$rlindungan te$rhadap harkat dan martabat manusia yang be$rsumbe$r pada 
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 Pancasila. Prinsip pe$rlindungan hukum te$rhadap tindak pe$me$rintah 

 be$rtumpu dan be$rsumbe$r dari konse$p te$ntang pe$ngakuan dan pe$rlindungan 

 te$rhadap hak-hak asasi manusia kare$na me$nurut se$jarahnya di barat, 

 lahirnya konse$p-konse$p te$ntang pe$ngakuan dan pe$rlindungan te$rhadap 

 hak-hak asasi me$nusia diarahkan ke$pada pe$mbatasan-pe$mbatasan dan 

 pe$le$takan ke$wajiban masyarakat dan pe$me$rintah. 

 2.2.2. Teori Klausula Eksonerasi 

  Klausula e$ksone$rasi adalah klausula yang dicantumkan dalam 

 suatu  pe$rjanjian de$ngan mana satu pihak me$nghindarkan diri untuk 

 me$me$nuhi ke$wajibannya me$mbayar ganti rugi se$luruhnya atau te$rbatas, 

 yang te$rjadi kare$na ingkar janji atau pe$rbuatan me$langgar hukum. Dalam 

 pe$rjanjian baku, ke$be$basan untuk me$lakukan kontrak se$rta pe$mbe$rian 

 ke$se$pakatan te$rhadap kontrak te$rse$but tidak dilakukan se$cara be$bas 

 de$ngan me$libatkan  para pihak dalam me$ne$goisasikan klausula 

 pe$rjanjian. Klausula e$ksone$rasi yang biasanya dimuat dalam pe$rjanjian 

 se$bagai klausula tambahan atas unsur e$se$nsial dari suatu pe$rjanjian, pada 

 umumnya dite$mukan dalam  pe$rjanjian baku. Klausula te$rse$but sangat 

 me$rugikan konsume$n yang umumnya me$miliki posisi le$mah jika 

 dibandingkan de$ngan produse$n atau  pe$laku usaha, kare$na be$ban yang 

 se$harusnya dipikul ole$h pe$laku usaha, de$ngan adanya klausula te$rse$but 

 me$njadi be$ban konsume$n. 

  Me$nurut de$finisi, klausula adalah suatu ke$te$ntuan khusus dalam 

 se$buah pe$rjanjian, di mana salah satu aspe$k atau pasalnya dapat dipe$rluas 
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 atau dibatasi. Istilah "e$ksone$rasi" be$rasal dari bahasa Inggris "e$xone$rate$", 

 yang be$rarti me$mbe$baskan se$se$orang dari tuduhan atau ce$laan.13 Dalam 

 Pe$rjanjian e$ksone$rasi te$rdapat klausula e$ksone$rasi yang mana 

 ke$be$radaanya tidak te$rle$pas dari asas ke$be$basan be$rkontrak te$rkandung 

 dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Pe$rdata yang artinya bahwa para pihak 

 be$bas untuk me$mbuat pe$rjanjian apa saja, te$rmasuk me$ne$ntukan isi dan 

 be$ntuk pe$rjanjian. 

  Me$nurut Sube$kti me$nyatakan bahwa klausula e$ksone$rasi adalah 

 se$buah klausul dalam suatu pe$rjanjian yang me$mbe$baskan salah satu pihak 

 dari tanggung jawab hukum atau ganti rugi jika te$rjadi ke$rugian akibat 

 ke$jadian te$rte$ntu yang diluar kontrol pihak te$rse$but. Klausula ini tidak 

 be$rlaku jika pihak yang be$rsangkutan te$lah me$lakukan ke$lalaian atau 

 pe$langgaran hukum yang dapat dipe$rtanggungjawabkan. 

  Klausula e$ksone$rasi dalam pe$rjanjian standar se$ring 

 disalahgunakan tidak hanya untuk me$le$paskan diri dari tanggung jawab, 

 te$tapi juga untuk me$ncoba me$nghilangkan se$pe$nuhnya ke$wajiban te$rse$but. 

 Ke$simpulannya, klausula e$ksone$rasi adalah pe$rnyataan te$rtulis dalam 

 pe$rjanjian yang pada dasarnya be$rtujuan untuk me$mbe$baskan atau 

 me$mbatasi tanggung jawab satu pihak te$rhadap tuntutan pihak lain, ke$tika 

 pihak yang be$rsangkutan gagal atau tidak me$me$nuhi ke$wajibannya se$suai 

 de$ngan yang te$lah dite$tapkan dalam pe$rjanjian te$rse$but. Pe$nggunaan 

 

13 John M.Echols dan Hassan Shadily, “Kamus Inggris Indonesia”, cetakan.XXV, 
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 klausula e$ksone$rasi me$mbe$ri ke$untungan yang le$bih be$sar ke$pada salah 

 satu pihak, te$rutama ke$pada pe$laku usaha, kare$na me$re$ka me$miliki posisi 

 yang le$bih dominan. Me$nurut Salim H.S, kontrak baku me$miliki 

 be$be$rapa unsur, antara lain: 

a. Dite$tapkan ole$h pihak kre$ditor atau pihak yang me$miliki  

          ke$kuatan e$konomi.  

b. Be$rbe$ntuk formulir.  

c. Me$muat klausula-klausula e$ksone$rasi atau pe$nge$cualian. 

 Dari pe$nje$lasan unsur-unsur kontrak e$ksone$rasi di poin c, dapat 

 disimpulkan bahwa pe$rjanjian e$ksone$rasi yang me$ngandung 

 klausula te$rse$but me$mbe$rikan ke$untungan ke$pada pihak yang 

 me$miliki ke$kuatan le$bih. Me$skipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

 te$ntang Pe$rlindungan Konsume$n te$lah me$ngatur te$ntang klausula dalam 

 kontrak baku, namun pada ke$nyataannya, klausula e$ksone$rasi se$ring 

 digunakan untuk me$mbe$baskan pihak yang le$bih kuat dari tanggung 

 jawabnya. 

 Klausula e$ksone$rasi diatur pula dalam Pasal 1493 dan Pasal 1494 

 KUH Pe$rdata. Dalam Pasal 1493 KUH Pe$rdata dije$laskan bahwa ke$dua 

 be$lah pihak, de$ngan pe$rse$tujuan-pe$rse$tujusn istime$wa bole$h me$mpe$rluas 

 atau me$ngurangi ke$wajiban yang dite$tapkan ole$h Undang-Undang ini dan 

 bahkan me$re$ka bole$h me$ngadakan pe$rse$tujuan bahwa pe$njual tidak wajib 

 me$nanggung se$suatu apapun. Pada ke$simpulan bahwa dalam KUH 
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 Pe$rdata, klausula yang isinya be$rupa pe$le$pasan tanggung jawab tidak 

 bole$h dibuat  dan dianggap batal. 

2.2.3 Teori Perlindungan Konsumen 

 Pe$nje$lasan te$ntang Pe$rlindungan Konsume$n yang ada dalam 

be$rbagai lite$ratur dan disampaikan ole$h para ahli hukum. Me$nurut 

pandangan Mochtar Kusumaatmadja, Pe$rlindungan Konsume$n 

dide$finisikan me$nge$mukakan bahwa Pe$rlindungan Konsume$n me$ncakup 

ke$se$luruhan prinsip-prinsip dan aturan hukum yang me$ngatur hubungan dan 

isu-isu yang muncul antara be$rbagai pihak, te$rutama te$rkait de$ngan barang 

atau jasa yang digunakan ole$h konsume$n dalam ke$hidupan se$hari-hari. 

 Tujuan Pe$rlindungan Konsume$n dije$laskan dalam pasal 3 Undang-

Undang Pe$rlindungan Konsume$n , yang mana pasal 3 me$rupakan isi 

pe$mbangunan nasional se$bagaimana dise$butkan dalam pasal 2 se$be$lumnya, 

tujuan ini me$rupakan akhir yang harus dicapai dalam me$laksanakan 

pe$mbangunan dibidang hukum Pe$rlindungan Konsume$n. Tujuan yang 

dimaksud dalam pasal 3 adalah: 

1. Me$ningkatkan ke$sadaran ke$mampuan dan ke$mandirian konsume$n untuk 

me$lindungi diri. 

2. Me$ngangkat harkat dan martabat konsume$n de$ngan cara me$nghindari 

dari akse$s ne$gatif pe$makaian barang atau jasa. 

3. Me$ningkatkan pe$mbe$rdayaan konsume$n dalam me$milih me$ne$ntukan dan 

me$nuntut hak-haknya se$bagai konsume$n. 



43 

 

 

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian 

 

4. Me$ne$tapkan siste$m Pe$rlindungan Konsume$n yang me$ngandung unsur 

ke$pastian hukum dan ke$te$rbukaan informasi se$rta akse$s untuk me$ndapatkan 

informasi. 

5. Me$numbuhkan ke$sadaran pe$laku usaha me$nge$nai pe$ntingnya 

Pe$rlindungan Konsume$n se$hingga tumbuh sikap yang jujur dan 

be$rtanggung jawab dalam be$rusaha. 

6. Me$ningkatkan kualitas barang atau jasa yang me$njamin ke$be$rlangsungan 

produksi barang dan jasa ke$se$hatan ke$nyamanan ke$amanan dan 

ke$se$lamatan konsume$n. 

 Az. Nasution be$rpe$ndapat bahwa hukum pe$rlindungan konsume$n 

me$rupakan bagian dari hukum konsume$n yang me$muat prinsip-prinsip dan 

aturan hukum yang be$rfungsi se$bagai re$gulasi dan be$rtujuan untuk 

me$lindungi ke$pe$ntingan konsume$n. Hukum pe$rlindungan konsume$n yang 

be$rlaku di Indone$sia didasarkan pada dasar hukum yang te$lah dite$tapkan 

ole$h pe$me$rintah.De$ngan dasar hukum yang je$las, upaya pe$rlindungan 

te$rhadap hak-hak konsume$n dapat dilaksanakan de$ngan ke$yakinan pe$nuh. 

Re$gulasi me$nge$nai pe$rlindungan konsume$n te$lah te$rtuang dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 te$ntang Pe$rlindungan Konsume$n. 

Be$rdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK dise$butkan bahwa: 

 “Pe$rlindungan konsume$n adalah se$gala upaya yang me$njamin 

adanya ke$pastian hukum untuk me$mbe$ri pe$rlindungan ke$pada konsume$n. 

Ke$pastian hukum untuk me$mbe$ri pe$rlindungan ke$pada konsume$n.” 
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 Pe$mbe$rian ke$pastian hukum dalam be$ntuk pe$rlindungan te$rhadap 

hak-hak konsume$n me$lalui undang-undang khusus me$mbe$rikan ke$yakinan 

bahwa pe$laku usaha tidak akan be$rpe$rilaku se$we$nangwe$nang yang dapat 

me$rugikan hak-hak konsume$n.14 Tujuan dari pe$laksanaan, pe$nge$mbangan, 

dan pe$ngaturan pe$rlindungan konsume$n yang dire$ncanakan adalah untuk 

me$ningkatkan martabat dan ke$sadaran konsume$n, yang pada gilirannya 

akan me$ndorong pe$laku usaha untuk be$rtindak se$cara be$rtanggung jawab 

dalam me$njalankan usahanya. Pe$ngaturan pe$rlindungan konsume$n 

dilaksanakan me$lalui be$rbagai langkah yaitu: 

1. Me$njamin akse$s informasi dan ke$pastian hukum dalam rangka 

 me$nciptakan pe$rlindungan konsume$n.  

2. Me$ngamankan ke$pe$ntingan konsume$n se$cara khusus dan juga 

 ke$pe$ntingan se$mua pe$laku usaha se$cara umum. Me$ningkatkan mutu 

 barang dan layanan jasa.  

3.  Me$lindungi konsume$n dari praktik bisnis yang curang atau 

 me$nye$satkan.  

4. Me$nginte$grasikan pe$nye$le$nggaraan, pe$rtumbuhan, dan pe$ngaturan 

 pe$rlindungan konsume$n de$ngan bidang pe$rlindungan di se$ktor-

 se$ktor lain 

  Pe$langgaran hak dan tindakan se$we$nang-we$nang dapat me$nciptakan 

ke$tidakpastian dalam ke$rangka hukum. Ole$h kare$na itu, untuk me$njamin 

 

14 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta: Visimedia, 

2008). 



45 

 

 

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian 

 

ke$pastian hukum, prinsip-prinsip ini diatur se$cara kualitatif dalam Undang-

Undang Pe$rlindungan Konsume$n dan pe$raturan hukum lain yang be$rlaku 

untuk me$lindungi konsume$n, baik dalam aspe$k hukum pe$rdata maupun 

hukum publik (te$rmasuk hukum pidana dan hukum administrasi ne$gara). 

Kolaborasi antara be$rbagai disiplin ilmu, se$pe$rti yang te$lah dije$laskan 

se$be$lumnya, me$mbantu me$nje$laskan pe$ran Hukum Pe$rlindungan 

Konsume$n dalam konte$ks Hukum E$konomi.  

2.3 Tinjauan Kajian Terdahulu 

 Tinjauan te$rhadap pe$ne$litian-pe$ne$litian te$rle$bih dahulu adalah 

pe$ncarian re$fe$re$nsi, khususnya yang be$rkaitan de$ngan pe$ne$litian-pe$ne$litian 

yang pe$rnah dilakukan ole$h pihak lain dalam be$ntuk jurnal, te$sis dan buku. 

Dari be$be$rapa pe$ne$litian se$be$lumnya, pe$ne$litian me$lakukan studi 

pe$ndahuluan te$rhadap lite$ratur pe$nulisan yang re$le$van de$ngan subje$k yang 

dite$liti. Pe$ne$litian lainnya adalah se$bagai be$rikut: 

 Skripsi ditulis ole$h Utari Nur Pe$rsada15. Skripsi ini me$mbahas 

me$nge$nai e$fe$ktivitas pe$nye$le$nggaraan fasilitas parkir ole$h dinas 

pe$rhubungan kota Pare$ Pare$. Pe$rsamaan pada pe$ne$litian ini me$mbahas 

me$nge$nai tanggungjawab pe$ngusaha parkir yang me$ngakibatkan konsume$n 

me$ngalami ke$rugian. Pe$rbe$daan de$ngan pe$nulisan pada skripsi ini hanya 

le$bih studi kasus te$rhadap tike$t karcis yang me$ngandung klasula e$ksone$rasi 

pada tike$t karcis yang be$rada di te$mpat wisata pe$mandian langkuk alay de$sa 

 

15 Utari Nur Persada, “Efektivitas Penyelenggaraan Failitas Parkir Oleh Dinas 

Perhubungan  Kota Pare Pare (Analisis Siyasah Al-Wadh’iyah))”, Pare Pare, 2022 
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lubuk be$ndahara.  

 Skripsi ditulis ole$h Ale$x Sande$r16 . Skripsi ini me$mbahas me$nge$nai 

tanggung jawab pe$nge$lola parkir di kawasan wisata Pantai Panjang 

te$rhadap ke$hilangan ke$ndaraan. Pe$rsamaan de$ngan te$ma pe$ne$litian ini 

adalah me$mbahas me$nge$nai Pe$nge$lolaan lahan parkir, Se$dangkan 

pe$rbe$daan de$ngan pe$nulisan pada skripsi yang dite$liti yaitu me$nge$nai 

pe$ne$rapan klausula e$ksone$rasi pada Karcis parkir yang digunakan ole$h 

pe$nge$lola wisata pe$mandian langkuk alay.  

 Skripsi ditulis ole$h Mohaannad Jihan Hatira. Skripsi ini me$mbahas 

me$nge$nai tanggung jawab pe$laku usaha pe$nge$lola parkir te$rhadap ke$rugian 

yang te$rjadi pada pe$ngguna jasa parkir. Pe$rsamaan de$ngan te$ma pe$nulisan 

pe$ne$litian ini adalah me$mbahas me$nge$nai pe$rlindungan hukum te$rhadap 

konsume$n yang me$markirkan ke$ndaraan pada jasa layanna parkir. 

Se$dangkan pe$rbe$daan de$ngan pe$nulisan pada skripsi ini yaitu studi kasus 

te$rhadap pe$ne$rapan klausula e$ksone$rasi pada Karcis parkir yang be$rada 

pada karcis parkir. Me$nganalisis bagi konsume$n pada saat ke$giatan 

me$markirkan ke$ndaraan ke$ te$mpat parkir wisata pe$mandian langkuk alay 

de$sa lubuk be$ndahara. Dan ditinjau pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 te$ntang Pe$rlindungan Konsume$n. 

 

16 Alex Sander, “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan 

Kendaraan Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan Ma No. 2157 

K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Bengkulu, 

2018 
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 Artike$l jurnal yang ditulis ole$h Bagus Imam Faisal dkk.17 Artike $l 

Jurnal ini me$mbahas me$nge$nai pe$rtanggungjawaban te$rhadap pe$nge$lola 

parkir atas ke$hilangan ke$ndaraan di te$mpat parkir. Pe$samaan de$ngan te$ma 

yang pe$nulis te$liti adalah me$mbe$rikan pe$rlindungan te$rhadap konsume$n 

me$nge$nai pe$markiran di se$tiap te$mpat parkir, hanya saja pe$rbe$daan dalam 

pe$nulisan ini me$nggunakan me$tode$ e$mpiris dan turun ke$ lapangan untuk 

me$ncari data te$rhadap konsume$n yang dirugikan di wisata pe$mandian 

langkuk alay de$sa lubuk be$ndahara.  

 Artike$l jurnal yang ditulis ole$h Dwi Atmoko18 . Artike$l Jurnal ini 

me$mbahas me$nge$nai pe$ne$rapan pe$rjanjian baku dalam ke$se$pakan. 

Pe$samaan de$ngan te$ma yang pe$nulis te$liti adalah me$mbe$rikan pe$rlindungan 

te$rhadap konsume$n. Pe$rbe$daan dalam pe$ne$liti ini yaitu pe$ne$liti le$bih fokus 

te$rhadap pe$ncantuman klausula e$ksone$rasi yang ada pada karcis parkir yang 

digunakan ole$h pe$nge$lola wisata langkuk alay de$sa lubuk be$ndahara.  

 

 

17 Bagus Imam Faisal dkk, “Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas 

Kehilangan Kendaraan di Tempat Pakir, Rechtldee, , Desember 2020 

18 Dwi Atmoko, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian 

Baku” 1 Juli 2022 



 

48 

 

Fakultas Hukum Universitas Pasir pengaraian 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

 Je$nis pe$ne$litian yang digunakan dalam pe$ne$litian ini adalah 

pe$ne$litian yuridis e$mpiris. Abdulkadir Muhammad me$nje$laskan bahwa 

Pe$ne$litian hukum e$mpiris tidak be$rtolak dari hukum positif te$rtulis 

(pe$raturan pe$rundang-undangan) se$bagai data se$kunde$r, te$tapi dari prilaku 

nyata se$bagai data prime$r yang dipe$role$h dari lokasi pe$ne$litian lapangan 

(fie$ld re$se$arch).19 Pe$rilaku nyata te$rse$but hidup dan be$rke$mbang be$bas 

se$iring de$ngan ke$butuhan masyarakat, ada yang dalam be$ntuk putusan 

pe$ngadilan atau yang dalam be$ntuk adat istiadat ke$biasaan.  

            Salim HS dan E$rlie$s Se$ptiana Nurbaini, me$nguraikan 

pe$ne$litian hukum e$mpiris adalah pe$ne$litian hukum yang me$ngkaji dan 

me$nganalisis te$ntang pe$rilaku hukum individu atau masyarakat dalam 

kaitannya de$ngan hukum dan sumbe$r data yang digunakan be$rasal dari data 

prime$r. Ada pun pe$nde$katan yang digunakan yaitu pe$nde$katan pe$rundang-

undangan (statute$ approach). Pe$nde$katan ini didasarkan pada analisis 

te$rhadap be$be$rapa asas hukum dan te$ori hukum se$rta pe$raturan pe$rundang-

 

19Efendi, Joenadi dan Rijadi dan Prasetijo. 2020. Metode Penelitian Hukum 

Normatif dan. Empiris. Depok: Prenadamedia Group, 2020.  
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undangan yang se$suai dan be$rkaitan de$ngan pe$rmasalahan dalam pe$nulisan 

pe$ne$litian hukum.20 

            3.2 Lokasi Penilitian 

             Adapun Lokasi pe$ne$litian ini yaitu wisata pe$mandian langkuk alay 

di De$sa Lubuk Be$ndahara Ke$camatan Rokan IV Koto Kabupate$n Rokan 

Hulu, Riau. Alasan pe$ne$liti me$milih lokasi pe$ne$litian ini kare$na me$miliki 

fre$kue$nsi tinggi dalam pe$ngunaan jasa parkir, se$hingga me$mungkinkan 

untuk me$ngumpulkan data yang re$pre$se$ntatitif me$nge$nai praktik 

pe$ncantuman klausula e$ksone$rasi dan te$mpat pe$ne$litian mudah di akse$s, 

baik untuk pe$ngumpulan data me$lalui obse$rvasi maupun wawancara de$ngan 

pe$makai jasa parkir dan pe$nge$lola. Ke$mudian Lokasi pe$ne$litian ini re$lavan 

de$ngan judul pe$ne$litian se$hingga dapat di lakukan de$ngan e$fe$ktif dan 

e$fisie$n. 

3.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi me$rupakan ke$se$luruhan dari ke$rjaan yang Individu akan te$liti, sifat 

dan karakte$ristiknya, me$nurut sugiono populasi adalah wilayah ge$ne$ralisasi 

yang te$rdiri dari obje$k/subje$k yang me$mpunyai kualitas dan karakte$ristik 

te$rte$ntu yang dite$tapkan ole$h pe$ne$liti untuk dipe$lajari dan ke$mudian ditarik 

ke$simpulannya. 

 

20Ibid.  
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Adapun yang me$njadi populasi pe$ne$litian pe$nulis adalah Indomare$t di 

Ke$camatan Rambah, Pe$gawai Indomare$t, pe$ngunjung Indomare$t. 

2. Sampe$l 

Sampe$l adalah bagian dari populasi yang dianggap me$wakili populasinya. 

Sampe$l adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan se$bagai obje $k 

pe$ne$litian. Dari sampe$l inilah data prime$r nantinya akan dipe$role$h. 

Populasi dan Sampel 

No Ke$te$rangan Populasi Sampe$l Pe$rse$ntase$ 

1. Pe$milik Se$kaligus 

Pe$nge$lola Wisata 

1 1 100% 

2. Korban Ke$hilangan 2 2 100% 

3. Kapolse$k Rokan IV Koto 1 1 100% 

4. Ke$pala Dinas Pariwisata 

Rokan Hulu 

1 1 100% 

 

            3.4 Teknik Pengumpulan Data  

          Te$knik pe$ngumpulan data me$rujuk pada me$tode$ atau cara yang 

digunakan untuk me$ngumpulkan informasi atau data dari sumbe$r yang 

re$le$van. Pe$ngumpulan data me$rupakan langkah kritis dalam prose$s 
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pe$ne$litian atau analisis. Ada pun je$nis data yang digunakan untuk me$ngkaji 

pe$ne$litian hukum e$mpiris, yaitu21 

1. Data prime$r. 

       Sumbe$r data prime$r me$rupakan data yang dipe$role$h dari sumbe $r 

utama. Data prime$r dipe$role$h dari re$sponde$n dan informan se$rta 

narasumbe$r. Sumbe$r data dalam pe$ne$litian hukum e$mpiris be$rasal dari 

data lapangan. Data lapangan me$rupakan data yang be$rasal dari re$sponde$n 

dan informan te$rmasuk ahli se$bagai narasumbe$r yang me$mbe$rikan 

jawaban te$rhadap pe$rtanyaan yang diajukan ole$h pe$ne$liti.22 

2. Data se$kunde$r.  

        Dalam me$ngumpulkan data se$kunde$r, maka dilakukan pe$ngumpulan 

se$rta me$ndokume$ntasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, 

e$nsiklope$dia, dan dokume$n-dokume$n yang be$rkaitan de$ngan 

pe$rmasalahan pe$ne$litian yang be$rsumbe$r dari bahan ke$pustakaan atau 

bahan hukum baik bahan hukum prime$r, bahan hukum se$kunde$r, dan 

bahan hukum te$rsie$r.23 

            Ada pun te$knik pe$ngumpulan data dalam pe$ne$litian ini yaitu de$ngan 

me$tode$ wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk me$lakukan tanya 

jawab se$cara langsung antara pe$ne$liti de$ngan re$sponde$n atau narasumbe $r 

 

21Efendi, Joenadi dan Rijadi dan Prasetijo. 2020. Metode Penelitian Hukum 

Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group, 2020.  
22 Ibid  
23 Ibid 
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atau informan untuk me$ndapatkan informasi. Instrume$n yang digunakan 

untuk me$lakukan wawancara yakni pe$doman wawancara (guide$ inte$rvie$w) 

yang te$lah disiapkan ole$h pe$ne$liti. Se$dangkan alat bantu yang digunakan 

untuk wawancara diantaranya; alat pe$ncatatan, alat re$corde$r, alat pe$re$kam, 

dan alat bantu lainnya.24 Dalam wawancara dipe$rlukan kuisione$r se$bagai 

pe$doman wawancara. Kuisione$r me$rupakan daftar pe$rtanyaan yang disusun 

se$cara te$rtulis be$rdasarkan Skripsi yang digunakan untuk me$ngumpulkan 

data prime$r se$cara langsung dari re$sponde$n yang dite$ntukan se$be$lumnya di 

lokasi pe$ne$litian. Ke$giatan pe$ngumpulan data prime$r me$lalui kuisione $r 

dilakukan de$ngan cara me$nyampaikan daftar kuisione$r ke$pada re$sponde$n 

yang dituju. 

            3.5 Teknik Analisis Data  

        Te$knik analisis data me$rupakan se$rangkaian me$tode$ dan prose$dur yang 

digunakan untuk me$ngorganisir, me$nginte$rpre$tasi, dan me$nyusun data guna 

me$ndapatkan informasi yang be$rmakna. Dalam pe$ne$litian ini, se$te$lah data 

dan bahan hukum dikumpulkan, ke$mudian dipilih yang me$miliki validitas 

yang baik, maka tahap se$lanjutnya adalah me$lakukan pe$ngolahan data, yaitu 

me$nge$lola data se$de$mikian rupa, se$hingga data dan bahan hukum te$rse$but 

se$cara runtut, siste$matis, se$hingga akan me$mudahan pe$ne$liti me$lakukan 

analisis. Data yang te$lah te$rkumpul me$lalui ke$giatan pe$ngumpulan data 

be$lum me$mbe$rikan makna apapun bagi tujuan pe$ne$litian.25 Pe$ne$litian 

 

24 Ibid,. Hlm. 153 
25 Ibid,. Hlm. 101 
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hukum e$mpiris adalah pe$ne$litian yang me$nggunakan data-data lapangan 

se$bagai sumbe$r data utama, se$pe$rti hasil wawancara dan obse$rvasi. 

Pe$ne$litian ini digunakan untuk me$nganalisis hukum yang dilihat se$bagai 

pe$rilaku masyarakat yang be$rpola dalam ke$hidupan masyarakat yang se$lalu 

be$rinte$raksi dan be$rhubungan dalam aspe$k ke$masyarakatan. Pe$ngolahan 

data dalam pe$ne$litian hukum e$mpiris me$liputi be$be$rapa tahapan, yaitu:  

1. Pe$ngumpulan data: Data yang dikumpulkan harus re$le$van de$ngan 

tujuan pe$ne$litian dan harus me$me$nuhi krite$ria ke$absahan, ke$andalan, 

dan ke$validan. Data dapat dipe$role$h me$lalui wawancara, obse$rvasi, 

studi dokume$n, dan kajian ke$pustakaan 

2. Pe$ngolahan data: Data yang te$lah dikumpulkan harus diolah agar 

dapat dijadikan informasi yang be$rguna. Pe$ngolahan data me$liputi 

pe$nyusunan data, pe$ngkode$an data, dan pe$ngujian validitas data  

3. Analisis data: Analisis data dilakukan untuk me$nguji hipote$sis dan 

me$njawab pe$rtanyaan pe$ne$litian. Analisis data dapat dilakukan de$ngan 

me$nggunakan:  

a. Analisis isi: Te$knik analisis isi digunakan untuk me$nganalisis 

data yang be$rupa te$ks, se$pe$rti dokume$n, wawancara, dan 

transkrip. Analisis isi be$rtujuan untuk me$ngide$ntifikasi pola-pola 

atau te$ma-te$ma te$rte$ntu dalam data  

b. Analisis Yuridis: Analisis yuridis dilakukan de$ngan cara 

me$mpe$lajari pe$raturan pe$rundang-undangan yang te$rkait de$ngan 
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masalah yang dite$liti. Analisis yuridis be$rtujuan untuk 

me$ne$mukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum guna me$njawab isu hukum yang dihadapi.  

c. Analisis grounde$d the$ory: Te$knik analisis grounde$d the$ory 

digunakan untuk me$nganalisis data yang be$rupa wawancara. 

Analisis grounde$d the$ory be$rtujuan untuk me$nge$mbangkan te$ori 

baru dari data yang dipe$role$h. Pe$nde$katan yang digunakan dalam 

analisis data yaitu de$skriptif-kualitatif yaitu analisis de$skriptif 

me$mbe$rikan gambaran atas subye$k dan obye$k hasil pe$ne$litian.  

          Pe$ne$liti tidak me$lakukan justifikasi te$rhadap hasil pe$ne$litian 

te$rse$but.26 Pe$nde$katan kualitatif adalah suatu cara analisis pe$ne$litian yang 

me$nghasilkan data de$skriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan ole $h 

re$sponde$n se$cara te$rtulis atau lisan se$rta juga tingkah laku yang nyata, yang 

dite$liti dan dipe$lajari se$bagai se$suatu yang utuh. Ole$h kare$na itu, pe$ne$liti 

harus dapat me$ne$ntukan data mana atau bahan hukum mana yang me$miliki 

kualitas se$bagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau dipe$rlukan 

dan data atau bahan hukum mana yang tidak re$le$van dan tidak ada 

hubungannya de$ngan mate$ri pe$ne$litian.27 

 

26 Ibid,. Hlm. 154 
27 Ibid,. Hlm. 156 


	Binder1.pdf
	Lembar pengesahan (2)
	Lembar pengesahan ujian
	Pernyataan Orisinalitas (1)


